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LELI LEADILAH SZRUASARKLN KETUHAMAN YEANG KAHA ESA
L a HEAKAH AGUNG
memeriiiss perkirs perdata delarm tingkat kasasi telah
rengombil putuszan sebegai berikut dalam perkara 2
3Ty WIZWAR, mlamat Jalan Taman Matroman
Timur No.194. Jukartz Pusat, dalam hal
ini diwakili oleh Yuasanya 2
Harjono Tjitroscebono, SH, bertenpet
tinggal 41 Jalan Plaju No.1 Jazkarta Fusat,
pemohon kasasi dalmlu termohon asli ;
me lawan:
HAVIGLTION MARTTIME BULGARE, Varna,Blvd.
Cnervenoermeiski, memilih tempzt ke-
dicnoan hukum dikantor Pengacaranya Lr.Gr.
S. Gautama (Gouw Giok Siong) di Jalan
Hedan lerdeke Timur Fo.9 Jakarta Pusat,
termohon kasasi dshulu pemohon asli j
Liahkam: h Lgung tersebut ;
Melihot surnt-surat vanr bersangkutan ;
lenivbong, bahwas dari svrat-gurat tersebut ternyczta
bahvs gekorang termohon kasesni sewmula pemohon asli telah
menga juliar percohonsn yang berbunyi sebugai berikut :
h;Eua dulam kKeputusan acbitrztor di Londen tanggal 1
Juli 1978 dolar. perlura antare s
Client kami scoapai clainants denpan F.'T. Nicwar schogai

Uegpondents rnhku celah diputuzxan bahwe 2
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- pihak P.T. NIZUAR harus nembayar client kami uang

sejumlah US.% 72.576.39 (tujuh puluh dua ribu lima

ratus tujuh puluh enom .ﬁ% United States Dollars)

ditamb#h dengun bunganya ?% % setiap tahunnya terhitung

ge julr tanpgal 1 Jamueri 1975 scopai lunas dibeyar den

viaya arbitrase £.250,- (du: ratus lims puluh poundster-

ling) (bukti terlampir P-1) ;

bahwa dengan cdanya Staatsblad 1933 - 131 ¥0.132 yo.
133 tentang Voeoorziening voor Indonesiz ter uitvnerring Vvan
het Verdrag nopens de tenuitveoerlegging van in het buiten-
land gewezen scheidsrechterlijke uitspraken van 26 September
1927 dan .lonvensi Geneva tanggsl 26 September 1927 (lihat
#itab Undznp-Undeng, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan
fepublilii Indonesia dari Mr.W.a. Engelbrecht 1960, haloman
2741) yang berluku baik untuk Indonesia maupun Negara
IngyTis, maks suatu keputusan Arbitrase luar negeri (dari
Ingeris) mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu keputusan
akhir Pengadilan yvang dapat segera dilaksanakan melalui
Pengadilen Megeri di Indonesia, setelah memperoleh (fiat
executie) :
Maka bers-ma ini atas nama client kemi mchon supaya

Lapalk fetua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan
memberikon fiat executie dan memerintahkan kepada P.T.
HIEH&R, dl Jel'n Toman Hatramon Tipur Neo.19 A. Jakarta

Fusat untuk melaksznak:n keputusan arbitrase London Ho,1950

tanggel 12 Juli ...
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tanggal 12 Juli 1978, vaitu segera dan sekaligus membayar
kepada pemchon asli, uang US.$.72.576.39 (tujuh puluh dua
ribu iima ratus tujuh puluh enam 7%%‘ United States dollarcs)
ditawbak dengan bunganya sebesar 7+ % setahun se jak tang-
gel 1 Jamuari 1979 sampai lunas dibezyar ditacbah dengan
bizya arbitrase sejurlah £.250,- (dua ratus lima puluh
pound sterling) ; |

bahwa berdasarkan perrmohonan tersebut Pengudilan
Fegerdi Jaksrta Pusat dengan:pﬂﬁetapan No.22B88/1979.P.
tanggal 10 Juni 1981 telsh memberikan putusan sebagai
berikut =
" Hengabulkan permochonan pemchon j
" lemerintzhkan kepada termchon i.c. P.T. NIZWAR, beralamat
" di Jalen Tamnn Matreman Timur No.19A. Jeskirta Pusat
" untuk meluksanakasn keputusan Arbitrase London No.1950.
" tunggal 12 Juli 1978 untuk dengan segera dan sekaligus
“ membzyar kepada pemohon uzng US.$.72.576.39 (tujuh puluh
" dua ribu lims ratus tujuh puluh enam 7%%— United Staten
" dollars) ditzmbah dengan bunganya sebesar 74% setabhun
" terhitung sejak tanpgel 1 Joruari 1975 sampai lunag
" dibzyar ditembzh dengan biaya arbitrase sejumlah £,250,~ ¢
(duas ratus limz puluh pound starlinE} -
" Henghukum termchon membayar biays perkara ini yYang sacpoi -
" padn hari ini Lomi taksir sebesar Rp.4.300,- (empat ribu
W tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bohws menurut surat permchonan kasasi
Y0,060/5rt.2At/G/1901. Pengadilan Negeri Jaskarta Pusat
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pada heri Rabu tangegal 1 Juli 1981 termunnnéﬁsli telah menga-
jukan permohonun pemeriksaen dalam tingkat kasasi ter-
hadap penetapan No.2288/Pdt.P/1979 tanzgal 10 Juni 1931.
sedangkan tidak diketshui Kepan penetapan tersebut diberi-
tahukan kepadanya ;

bﬁhuq ali.n tetapi sesual surat pengentar tangpal 17
Liztober 1953 No.107.0C.HT/Pan/6%65/2288/79.P/1933 dan
surut keterungan Panitera Pengadilan Hegeri Jokarta Pusat
tanggal 12 Oktober 1943 No.060/Srt.Pdt.G/81/PN.Jkt.Pst.
pemohon kasasi tidak menga juken risalah kesasi ;

kerimbang terlebih dahulu, bahwa dengan ;rrlal{un]a
Undeng-Undang No.1s tahun 1970 tentang Ketentusn-Ketentuan

Pokxox Hekunsaan hehakiman, yang telah mencabut Undang-
Undang ¥Mo,19 tabun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
-.ekunsasn .ehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi
seperti yanpg dimaksudkan dalam pasal %9 (%) Undang-Undang
Ho.13 tahun 1965 sampail kini belum ada, maka Mahkamah Agung
menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang
harus dipergunakan j;

bahwa mengenzi hal ini berdasarksn pasal 40 Undang-
unding No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No.13
tzhun 1965 harus ditafsirkan sedemildan rupa, sehingga yang
dinyatskan tidak berlaku itu bukon Undang-Undang No.1
trzhun 1950 seecarsz keseluruhan, melginkan sekedar mengenai
hal-hal yung telan distur dalam Undang-Undang No.13 tahlun
1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undung Ho. 14
tubun 1970 ;
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bahwa dengan demikian, mi:ka yang berlsku sebopul
Hukum acary Kasasi adal:h Hukum Acars Kasasi yang diatur
dalam Undang-Undang No.1 tabun 1950, sekedar tidak ber-
tentzngan d;.ngan Unaung-Undang No.14% tahun 1970 ;

' Lentmbuing, bolwa disamping itu meskipun permohonan
kKasesi hufua dinyatakan tidak dopat diterima, riahkamah
Agung mengunigap perlu deml kepastian hukum dan par‘ué:'
bangan hukum di Indonesia ¥hususnys tentang hal pelaksanaan
sutusan I kim Arbitrase ising untuk memberikan pertimbangan
sebag:i beri.ut :

- bahwa pada azasnya sesuzxi dengan Yurisprudensi di In-

donesia putusan Pengadilan Asing dan putusan Hekim
Arbitrase Asing tidak dap t dilaksanakan di Indonesia
kecw.li Kai:u antcrz Republiic Indonesia dan !egara .sing
yang bersangkutan dizdakan perjanjian tenting pelaksana:n
putusun Pengudilan Lsing/putusan Haldm Arbitrase Lsing ;
- baohwa meskipun memurut pasal 5 Peraturan Peraiifan dari
perjanjian :.onperensi Me ja Bundar perihal penyerahan
fedaulatan dari [erajaan Baelanda kepad. Pemerintah hepu-
blik Indonesia, perjanjian-perjanjian Internasicnal yang
berlaku uniuk wilayuh Indonesia tut&p berlaku bagi
Fepublik Indonesia numan hal ind EEEEE berarti Republik
Indonesia mutlak terikat pada perjanjian Konperensi Heja
Bypdar tersebut maupun pada perjanjian-perjanjian Inter-
nasional yang dszhulu oleh Pemerintah Xerajaun Belonda
dengan alasan Perjanjian Internasionml tersebut (i.c.S.
1933 Ho.132) terjﬂdi pada waktu keadaan dunia Internasio-

nal sepemuhnya dikuasai olon Negara-Negara penjajah,
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dengan demi'iian pfinsip State Succession berdasarkan
Hukum Internasional juga dikuasai oleh keadaen tersebut,
dirmina k:lau kelak suatu Negara jajahan memperoleh ke-
merdekaannya, cske MNegara jajohan tersebut otomatis
(sesuai passief Stelsel) terilat pada perjunjian-per-
janjian Internasional yang telah diadakan oleh Negara

ok st fem iy iz
penjajahannya ;

bahrra pada dewasa ini dlmulai setelah perang dunia

ke II praktis keadaan dunia te,,ah berubah, karena timbulnya
ltn]mutan-ke}matan baru dalam bentuk Negara-Negara Yang
sedang berkerbang bzhkan dunia sekarang dikuasai oleh alir:n
Interdependensi (saling ketergantungan) yang intinya ialah
adanya Comron concern dari family of nations tentang keadzan
didunia ; .

, bahwa selanjuinya mengenzi keputusan, Pres;ui;:u Repu-
blik Indonesia Ho.3% tchun 1981 tanggal S Agtﬁﬂﬁ 1931 dan
lampirannya tentang mengesahkan "Convention on the Recog-
ngtion and Enforcement of Foreign Mhitra:f Awards" sesuai
dengan praktek hultum yang berlzimu mesih harus ada peraturan
pelaksanzannya tcntang apakah permchonan eksek;;;‘ﬁutusan
Hokim Arbilrase dapat diajukan langsung pada Pengadilan
Hegeri, kepads Fengadilan Hegeri yong mana ataukah permo-
honan elkselusi dicjukan melalui Mankam:h Agung dengon maksw
unbuk dipertivbuanpgkan apukah putusan tersebut tidak mengan-
dung hal-hal yang bertentungan dengan Ketertiban hukum 4i
Indonesia ;

buhws berdasarkan hal-hel yang diur;ik&n diotas,
pPermonon .n pelalisancan putusan [Dvkdm arhii.ru.*fﬁdd'h:éjs%; stlion-

rusnya diny: t-k n tidal: dopat diterima Page 6 of 7
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henperhotikan pesal 4O Undzng-Undang No. b
tcrun 1470, Undung=Undong No.13 tahun 1965 dan
Und: ng-Undang No.1 tehun P‘IEIED H

MENGADILI s

Henyatekan, bahwa permohonan kasasi dari pemchon
kasasi = F.T I ZWAR tersebut tidak dapat diterima

Fenghmkum pemohon kasssi semula termohon membayar
vizys perkzra dulin tingkat kesasi ini ditetapkan sebanyak
e 10.000,- (sepuluh ribu rupizh) ; _

Demixi:nloh diputuskan dalom rapat permusyawa-
reton K-hlomsh Lgung pada hari ; Senin tanggal 20 Agustus
18ll dengrn Prof.Z. asikin Kusumah Atmadja, SH. Ketua Muda
yene ditunjuk oleh Fetua Meohkameh Agung sebagal Ketus Sidang
Ny.H. Peoerbowati Djoko Soedomo, SH. dan Daznny, SH. sebagai
Hakim-Haldim Anggauta dan diucapkan dalag Sidang terbuka
pada hori 3 KAMIS, TANGGAL 29 ROVEMEBER 158% oleh Ketua 5i-

dang tersebut dengan dibadiri oleh Hy. H. Poerbowati Djoko
Soedomo, SH. dan Danny, SH. Hakim-hakim Anggauta, dan
I.G.A. Retieni Radika, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak

diliadiri oleh keduz Dbelah pihak.=-
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